
 

 

 
 

WALIKOTA TEGAL 
 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
 

NOMOR   706 TAHUN  2012 
 

TENTANG 

 
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TEGAL, 
 

Menimbang : a. memperhatikan Surat Sekretaris Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Tegal tanggal 28 Pebruari 2012 
nomor 050/006 perihal Usulan Perubahan Standarisasi 

Indeks Biaya Kegiatan Tahun 2012 dan Surat Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal tanggal 11 

Oktober 2012 nomor 188.3/005 perihal Permohonan 
Penetapan atas Ajuan Rancangan Peraturan dan 
Keputusan Walikota Tegal; 

    
  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) 

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, 

perlu menetapkan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal; 

    

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Tegal Tegal 
    
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

    
  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

    

3. Undang-Undang . . . 
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  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor  551); 

    

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

    

  5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

    

  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 
    

  7.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

    

  8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

    

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); 

    

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

   
11. Peraturan . . . 
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  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
    

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

    

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4713); 

    

  14.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan; 

    

  15.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 
6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan 

Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 
1989 Nomor 4); 

    

  16.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran 

Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal 

Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 
Nomor 3); 

    

  17.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

    

  18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

    

  19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah; 
   

20. Peraturan . . . 
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  20.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 

2008 Nomor 35); 
    
  21.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita 
Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1); 

 
 

MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KOTA TEGAL. 
 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tegal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Tegal. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD. 
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 

Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tegal. 
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin 

Sekretariat DPRD. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal. 

10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan DPRD yang 

diberikan sebagai pengganti rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas 
Anggota DPRD. 

 
 

BAB  II 

TUNJANGAN PERUMAHAN 
 

Pasal  2 

 
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.  

 
(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 

kepada Pimpinan DPRD yang belum memperoleh rumah jabatan dan 

Anggota DPRD yang belum memperoleh rumah dinas. 
 

(3) Tunjangan . . . 
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(3) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 
setiap bulan.  

 
(4) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta 

standar harga setempat yang berlaku. 
 

Pasal  3 
 
(1) Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : 
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh 

ribu rupiah) setiap bulan;  

b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta 
lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; 

c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta 
sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan. 

 

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 
pajak yang dibebankan dan dipotong secara langsung dari Tunjangan 

Perumahan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. 
 

Pasal  4 

 
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam APBD. 
 

Pasal  5 
 

Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan 
oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
 

BAB  III 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  6 
 
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal 

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2006 (Berita Daerah Kota 

Tegal Tahun 2006 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2006 (Berita 
Daerah  Kota  Tegal Tahun 2006 Nomor 9), dicabut  dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

 
Pasal  7 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  

 
 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal. 

 
Ditetapkan di Tegal 
Pada tanggal 15 Oktober 2012 

 
WALIKOTA TEGAL, 

 
ttd 

 

IKMAL JAYA 
 
 

 
 
 

 
 

Diundangkan di Tegal 
pada tanggal  15 Oktober 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

ttd 
 

EDY PRANOWO 
 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 70 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 

 

ttd 
 

BUDI HARTONO, S.H. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19680216 198903 1 004 


